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BUPAT!I BARITO KUAL
_ PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Menimbang : a.

Mengingat:

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Dacrah
Kabupaten barito Kuala dan sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk
melakulkan perubahan atas Peraturan Daerzh Kabupaten
Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Dagrah

tentang Peruhohan Kedueo Atae Peraturan Daerah R'ghnpnhz-n

e s

Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pemhbentulkan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagni
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i858 Numur 72, Tawmbahan Lewbaranr Negaua Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006

tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4630):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
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11.

12.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603}:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, ‘l'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republikk Indonegia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republill Indonesia Tahin 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); '

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan DNaerah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593];

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang {Temharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161};
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15.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor

5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ientang Feinbenivkan Froduk Hukium Dacral {(Beiila Negaia
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II  Barito
Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomeor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2011 tendanng Retibusi Jasa Usaha {(Lémbaian Dacian
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11});

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2016 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

Menetapkan :

dan
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUS] JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor
11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha vang diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11 dirubah

sebagai berikuat :



1.

Ketentuan BAB [ ketentuan Umum pasal 1 angka 1 sampai dengan angka
74 ditambahkan 5 angka sehingga menjadi angka 79 sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

w0

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

pemerintah Daerah adaiah kepala daerah sebagai unsur
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorm.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

11T ﬂnﬂwn]nﬂnnorq ﬂnmpﬂnfohor\ nopra%
WwnEur ¢

S AT Ty A wrdsdnra

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daecrah
Kabupaten Barito Kuala.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bldang,
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan

pn-r-gh 1ran peryy 1nr1-:.|ﬂrr..1 11-1:-10710':\11

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah Lkegiatan Pemerintah Daerah herupa ueaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah ]asa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usalla  yailg iuclipull  perservail  elbalas, péiscivan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalamn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dansz
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi social pelitik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentulc
usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi
pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekavaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh

rmihal- curacts
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Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau bafian“yang
menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi jasa usaha.

Golongan Retribusi Jasa usaha  adalah objek retribusi yang
dikenakan atas jasa usaha

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Retribusi Pemalaian Kekavaan Dasrah adalah pembayaren atas

SASS—n s I s AR
pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
Retribusi Pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Ba dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
adalah adalah pembayaran atas pelayanan pengujian
parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Kuala. '
Alut Parauncier Analisis adalah scperangkai alal aiau wstruineni yany
digunakan untuk pengukuran atau pengujian. '
Pemeriksaan Parameter Kimia Fisika adalah suatu cara atau metode
atau tekhnik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut
sifat kimianya. :
Pemerikenan Paramster Figika Air adalah suatu cara atau metede
atau tekhnik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut
sifat fisikanya. '

Uji Udara Ambient adalah suatu analisis untuk menentukan nilai
kualitas wudara ambient baik secara otomatik maupun secara
konvensional.

Uji Udara Emisi adalah suatu analisis untuk menentukan nilai
kualitas udara emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak baik
secard otomailk maupun Konvensionai.

Uji Pestisida Kualitatif adalah suatu analisis untuk menentukan
golongan pestisida

Uji Bakteriologi adalah suatu analisis unfuk menentukan nilai
mikroba,bentos dan planklon pada maleri (sampel} air

Pemeriksaan Fisika Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sitat
fisika tanah.

Pemeriksaan Kimia Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sifat
fisika tanah.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  adalah penyediaan

fasi“'i'oe rmocar Fracir bharhosal ienic horana Ao facilitoa
LR Ppasal el oSroagar jenis Darang, can asnnas
pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Terminal adalah Pangkalan  Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan wuntuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta. perpindahan
moda angkutan.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan unftuk
keperiuan  memuat  dan  menurunkarn OUTANE/ didu  Darang  scria
mengatur kedatangandan keberangkatan kendaraan bermotor, yang
merupakan salah satu wujud pelayanan jaringan transportasi.
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Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra
dan/atau antar moda transportasi.

Ratribusi Terminal adalah pembayaran atas peleyanan penyedizan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikeioia oich Femerinian vaecran.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralaian mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan
QlAads rel, :

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yvang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakarn
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Fasilitas Parkir diluar Radan Jalan adalah facilitas parkir kendaraan
yang dibuat khusus yang dapat berupa Taman Parkir dan/atau
Gedung Parkir.

Fasilitas Parkir untuk umum adalah tasilitas parkir diluar badan
jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan
sebagai kegiatan usaha vang berdiri sendiri dengan menvediakan jasa
pelayanan parkir untuk umum.

Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir
Kendaraain Leiinoioi yailg Khusus diseduakaii, difuuki dain alau
dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang
bekerjasama dengan Pemerintah.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan
tempat khusus parkir yvang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah,

. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk

mengangkut orang dan atau barang yang menggunakan mesin.

Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk
mengangkut orang dan atau barang yang tidak menggunakan mesin.
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Pemerintah Daerah.

. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas

pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di
lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Penyeberangan Air adalah penyeberangan orang dan/atau kendaraan
dengan menggunakan kapal/feri penyeberangan.

Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanarn

penyediaan sarana penyeberangan untuk kendaraan roda dua , roda

empat dan fasilitas lainnya vang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Tempat penginapan/pesanggrahan/ villa adalah suatu tempat atau
bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap,
istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusti Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan L :tempa}t
penginapan/ pesanggrahan/viiia yang dimiiiki dan atau dikejoia olen
Pemerintah daerah.

Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang
fasilitasnya lengkap yang yang disediakan dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.

Tempat Poteng Hewan adalah suatu tempat umum yang digedialzon
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah  serta digunakan untuk
memotong hewan/unggas.

. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba dan

unggas.

Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghagilkan daging yang
terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesian
penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan

ternak sebelum dipotong.

Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan
ternak setelah dipotong.

Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-
kurangnya minus 10 derajat Ceicius.

Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat

beriina limhah cair maumin padat,

Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan
keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.

. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang masih aktif

bekerja pada Pemerintah Daerah.
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berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum
hewan tersebut dipotong.

. Penampungan Unggas bangunan yang berfungsi untuk menampung

sementara unggas sebelum unggas tersebut dipotong.
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atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan Dinas Peternakan
dan tanggung jawab Dokter Hewan Dinas Peternakan untuk
melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudan dilakukan
pemotongarn.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesechatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan. dimiliki. dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan
rekreasi dan olah raga.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga vang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
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Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan
usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha
perikanan serta produksi daerah lainnya.

Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultu}re’l,
tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit
jkan atau bagian yang diusahakan uniuk diperbanyak dan atau
untuk dikembangbiakkan.

Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas
penjualan hasil produksi usaha daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

adalah bukti pembavaran atau penyetoran retribuei yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oich Kepaia Dacran

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi vang menentukan besarnva jumlah

pokok retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkai  SKRDLB, adaiali sural keielapan  reicibusi  yaoy
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atan sankesi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguii kepatuhan pemenuhan kewaiiban retribusi daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan (indais pldang di Didaug perpajakan daerail dain reiribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

mmmmm peimnb
keramba jaring apung yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Alat panen padi kombinasi adalah pembayaran atas sewa
pengelolaan alat panen padi kombinasi yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. :
Retribusi Mesin Penggilingan Padi adalah pembayaran atas sewa
pemakaian mesin penggilingan padi yang disediakan, dimiliki,
dan/aiau dikeiola oleh Pemeriniah Dacrali.

Retribusi Tanah Untuk Usaha Perbankkan adalah pembayaran atas
sewa pemakaian tanah vang disediakan. dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah untuk bangunan Anjungan Tunai Mandiri
(ATM].

RPatriliic = aral i
Retribusi Keramba Jaring Apung adalah pembayaran atas pelavanan



78. Retribusi Resi Gudang adalah pembayaran atas sewa bangunan resi
gudang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

2. Ketentuan pada Lampiran I romawi I huruf a sampai dengan e
ditambahkan 3 (satu) huruf yakni huruf f, huruf g dan huruf g, pada
Lampiran I romawi [l angka 1 huruf a sampai dengan ¢ ditamhahkan 1
(satu} huruf vakni hurif d, pads Lampiran T romawi T angka 2 haraf a
sampai dengan h ditambahkan 1 (satu} huruf yakni huruf i sebagaimana
yang tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pada Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha dirubah dan ditambahkan 1 {satu) huruf e,
sehingga lampiran V terdiri dan S {lima) hurut yakn ahurul a sampai
dengan huruf e sebagaimana yang tercantum pada lampiran Peraturan
Daerah ini.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A repae ] Adas s ali- o
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Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

/,_A\ pada tanggal & Des go0(0
e

,/ BUPATI BARI KUALA,

(‘f"!:’ ‘N
/ 'd ZI/ /%, .
/ e e
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_ \
Diundangkan di Marabahan
pada tanggal & Des 208

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

KA > PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROV
LIMANTAN SELATAN { ... /2018) ROVINSI



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

1. Umum

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari
Jasa usaha maka periu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor
11 Tanun 2011 ieniang Reinbust Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas
Pasal I1
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018
NOMOR .....



Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 10 Tahun 2018

Tanggal 6 PDat 9018

Lampiran I :

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah
ditetapkan sebagai berikut .

1. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :
a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

FUAT BN YWY FTRTONT
LIALAIVL AV RINGODL

Marabahan - Terantang Rp. 150.000,00
Marabahan — Jembatan Barito Rp. 175.000,00
Marabatian — Mandiangin Rp  35G.000,00
Marabahan — Tambela Rp. 350.000,00
Marabahan - Riam Kanan Rp. 350.000,00
Marabanan - Bajuin Rp. 3350.060,00
Marabahan — Pantai Takisung Rp. 400.000,00
Marabahan — Pantai Batakan Rp. 450.000,00
Marabahan - Pantai Swarangan Rp. 430.000,00
Marabahan — Pantai Pagatan Rp. 700.000,00
Marabahan — Batu Apu Rp. 600.000,00
Marabahan — Loksado Rp. 675.000,00
Marabahan — Pagat, Barabat Rp. 6735.000,00
Marabahan - Banjarmasin Rp. 175.000,00
Marabahan — Banjar Baru Kp. 230.000,00
Marabahan ~ Martapura Rp. 300.000,00
Marabahan — Rantau Rp. 450.000,00
Marabahan — Kandangan Rp.  500.000,00
Marabahan — Barabai Rp. 600.000,00
Marabahan - Balangan Rp. 650.000,00
Marabahan - Amuntai Kp. 650.000,00
Marabahan ~ Tanjung Rp. 700.000,00
Marabahan - Batulicin Rp. 750.000,00
Marabahan — Kotabaru Rp.  800.000,00

LUAR PROVINSI

Marabahan — KualaKapuas Rp.  250.U0U,0U
Marabahan — Palangkaraya Rp. 450.000,00
Marabahan —- Sampit Rp. 750.000,00
Marabahan — Pangkalan HQun Rp. 8o0.000,00
Marabahan — Balikpapan Rp. 1.250.600,00
Marabahan — Samarinda Rp. 1.500.000,00

b. Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/hari (minimal 7 jam) adalah :

¢ Buldozer {swam Dozer) Rp. 700.000,00
* Wheel Loader 20,5 M3 Rp. 500.000,00
» Track Excavator 20,4 M3 Rp. 650.000,00
» Vibration Roller (Stom Walls) MGR-1 Rp. 250.000,00
* Vibration Roller (Stom Walls) 16C-II Rp. 250.000,00
e Rear Dump Truck 53 E 2 Rp. 125.000,00
¢ Rear Dump Truck 3,5 ton Rp. 150.000,00
» Hand Guided Vibration Roller TWR 550 ND Rp. 100,000,000
* Road Ruller MG 8 Rp. 250.000,00
» Motor Grader 110 HP MG-230 Rp. 800.000,00
+ Stone Crusher 30 TPH 30-J1 Rp. 900.000,00
+ Wheel Loader 1,3 M3 Rp. 700.000,00
¢ Rear Dump Truck 3.5 ton Rp. 150.000,00

* Compressor MB 100 CFM Rp. 200.000,00



o Motor Grader GD 511 a-1 125 PS Rp. 900.000,00

¢ Crane other 3,5 ton Rp. 200.000,00
» Roller Pedestarian 800 kg Rp. 100.000,00
¢ Elektrikal Genset Stasionary Rp. 100.000,00
s Pick Up MTV Rp.  80.000,00
+ Pick Up Kargo Rp. 80.000,00
e Dump Truck 120 PS Rp. 150.000,060
» Vibration Kolier LG 8 T'W Rp. 1.250.000,00

c. Sewa pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per

unit/tahun adalah :
. Hand Traktor Jenis Rotary Rp 1.500.000,00
. Hand Traktor jenis Baiak Rp 1.000.000.00

d. Pemakaian /penggunaan alat-alat Band /musik untuk setiap 1 {satu)

Lrati martiiminl-an adalal
Y o r‘v& "““J L L Sy LR L L S

Sound system Rp. 200.000,00
Organ / plano Rp. 100.600,00
Alat-aiat musik iainnya

(gitar, drum dan lain-lain} Rp. 100.000,00
Genset Rp. 100.000,00

e. Pemakaian/penggunaan mode transportasi darat Sarana Prasarana
Daerah tertinggal {SPDT) perunit/tahun:

1) Kendaraan roda 3 Rp. 1.200.000,00
2) Kendaraan roda 4 Pick Up Rp. 2.400.000,00
3) Kendaraon roda 4 micre bus Rp. £.000.000,00

f. Sewa pemakaian/penggunaan Keramba Jaring Apung ditetapkan 1
{satu} lubang sebesar Kp. 100.000,00

g. Sewa alat panen padi kombinasi (Kombni Haspester):

1. Besar : sebesar Rp.5.000.000,00/tahun
2. Sedang : sebesar Rp.1.800.000,00/tahun
3. Recil : sebesar Rp.1.000.000.00/tahun

h. Sewa Mesin Penggilingan Padi :

1 MNa ‘-un‘- drnsdi Taawsnn The i FLF
~a sng,

B
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2. Pemutih Beras Rp. 35,00/Kg

Besarnya tarif retribusi pemakaian barang-barang tidak bergerak
adalah sebagai berikut:
1. Retribust pemakaian tanah milik daerah adalah:

a. Tanah untuk perdagangan dan industri :

- KlasI Rp. 15.000,00 per tahun per meter persegi
- KlasII Rp. 12.500,00 per tahun per meter persegi

. Klag I Dn 10 SN0 A0 roa to
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b. Tanah untuk usaha peternakan :
- Kiasi Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
- KiasIl Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi
- Klas Il Rp. 5.000,00 per tahun per meter persegi



c. Tanah untuk usaha pertanian :

- KlasI Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi
- KlasI1 Rp. 5.000,00 per tahun per meter persegi
- KlasIII Rp. 2.500.00 per tahun per meter persegi

d. Tanah untuk usaha perbankkan berupa Anjungan Tunai

AN A died § ATTREY .1.4-.,.4-..3.,1...:.' I — :'33@.

ATE LA RELS B ‘ﬂ A AR , r T

{/thn/m?2) sebesar Rp. 1.000.000,00.
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2. Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah:
a. Bangunan untuk perdagangan dan industri
- KlasI Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
- KlasII Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi

b. Bangunan untuk rumah tinggal

1} Lokasi di Ibukota Kabupaten (churahan

dan Ulu Benteng)
(a) Bangunan permanen

- TipeA 400mé Kp. 200.000,00 per bulan
- TipeB 250m2? Rp. 150.000,00 per bulan
- TipeC 120m2 Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m?2 Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe E 36 m?2 Rp. 50.000.00 per bulan

{b} Bangunan semi permanen
- Tipe A 400 m? Rp. 150.000,00  per bulan

Tipe B 230 m? Rp. 100.000,00  perbulan
~ Tipe C 120 m? Rp. 75.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m2 Rp. 50.000,00 per buian
- Tipe E 36 m? Kp. 25.000,00  per buian
2) Lokasi di kecamatan

(a) Bangunan permanen
- Tipe A 400 m?2 Rp. 100.000,00 per bulan
- Tipe B 250 m? Rp. 75.000.00 per bulan
- Tipe C 120 m? Rp.  55.000,00 per bulan
- Tipe D 50 m?2 Rp. 40.000,00 per bulan
- TipeE 25 m? Rp. 25.000,00 per bulen

{(b) Bangunan semi permanen
400 m<

~ Tipe A

Rp. 75.000,00 per bulan

- TipeB 250m? Rp. 60.000,00 per bulan

- TipeC 120m2? Rp. 45.000,00 per bulan

- Tipe D 50 m? Rp. 30.000,00 per bulan

- Tipe E 36 m? Rp. 15.000,00 per bulan

¢. Bangunan untuk tempat usaha

- Permanen Rp. 7.500,00 per bulan per meter perseg1
- Semipermanen RBp £.000.00 per bulan per meter perser

Lhpse
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d. Bangunan untuk perkantoran
- Permanen Kp. 15.000,00

1 per buian per meter persegi
- Semipermanen Rp. 10.000,00

per bulan per meter persegi



h. Retribusi pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan

Lingkungan Hidup.

1. Pemakaian peralatan perhari;

PEMAKAIAN PERALATAN PERHARI
No Parameter Analisie

Biaya Sewa [Rp)/hari

pH Meter _

¥e "\o&\-« -,f‘
e

e S e

40. 000,00

DO Meter

40.000,00

40.000,00

£ RS

20:000,00

20.000,80

8
9 Bor tanah 40.000,00
2. Parameter kimia fisika, parameter fisika air, uji udara ambient dan emisi
dadl Wl pcbumud. Kuautai,
No Jenis Permeriksaan | Satuan Tarif
remeriEsaan
(Rp-)
1 2 3 4

A. | Parameter Kimia Fisika

Dor Somen

Bt a1

Per pemeriksaan B

30.000,00

30.000,00

Per pemeriksaan

GIUW

‘.._L_
30.000,00

Per pemeriksaan

30.000,060

’ mn—- -
B “mn-;.wm

ROOA0000 . s

Zat t Padat Te:rsuspensl (‘TSS]

Per pemeriksaan

30 000,00

] Salinitas

Per pemneriksaan

Per peﬁieriksa.an

30.000,00

_ Per eriksa.

30 000 00_ _

Arsen [As)

Per pemeriksaan

__Clonda{ ) o

[Per pemerik

Pér peniénksaan; csaa

30. 000 00

Per pemerksaan
1'11.‘

30.000 00

Per pemeriksaan

30,000, oo"'

Per pemeriksaa.n

30.000, 00

Solft (SO3)

VhLY
3000000

] 23 Per pemenksaan-
24 Okmgen Terlarut (DO) Per pemenksaan 30 000,00

Détergen Per pemenkséan 30 000 00
27 | Kalium (K} Per pemeriksaan _30.000,00
B Oy I Dop iy niiiraing BTe o I
29 | Perak (Ag) Per pemeriksaan 30. 000 00
30 | Barium (Br) Per pemeriksaan __30.000,00
21 ! MotminmiNa) . Parinamerilionon- 3000000
32 | Raksa {Hg Per pemeriksaan 30.000,00
33 | Amonium {NH4] Per pemeriksaan 30.000,00
(84 ) Simn Ohlne: oL i Perpemeghegast b U B0R0GeS - L
35 Flourida (F) Per pemeriksaan 30.000,00
36__| Kromium val-6 Per pemeriksaan 30.000,00
37 -V Sinnidn (o ooy POT porherifaan Lo R
38 Selenium {Se] Per pemerksaan 30.000,00
39 | Alumunium (Al Per pemeriksaan 30.000,00




e. Gedung Juang

1} Acara kedinasan Rp. 300.000,0( per hari

2) Acara umum

3) Acara pertunjukan

Rp. 750.000,0¢ per hari sekali pakai

1) Siang pukul 06.00 ~ 18.00 Wita Rp. 700.000.0t sckali pakai
2) Malam pukul 18.00 — 24.00 Wita Rp. 800.000,0t sekali pakai

4) Halaman/pekarangan Gedung Juang
1) Siang pukul 06.00 - 18.00 Rp. 400.000,0 sekali pakai

Wita

2) Malam pukul 18.00 - 24.00 Rp. 600.000,0t sekali pakai

Wita

f. Kerangka Billboard
-  Kawasan Khusus

- Kawasan umum

Rp.

Rp. 78.000,00
Rp. 2.100.000,00
Rp. 26.000.000.00

58.500,00

per hari
per bulan
per tahun

per hari

Kawasan sendiri

T &8 OOy NN
e e

| = 0N
l\j.ln NSNS g N

Rp. 19.500.000,00

Rp. 52.000,00
Rp. 1.560.000,00
Rp. 18.200.000,00

mwoar arlass
l.ll.fl LrLadlall

per tahun

per hari
per bulan
per tahun

g. Panggung Spanduk

- Kawasan Rp.

Rp.

Kp.

- Kawasan Rp.
umum

Rp.

Rp.

- Kawasan Rp.
sendiri

Kp.

Rp.

325,00

6.500,00

e d ol e Ve Yol eye)

260,00

3.900,00

65.000,00

195,00

9%}
bt
s
]
Fa)
)}

352.000,00

per hari per meter

R b at ot Tanl

j—l'-nl, L’\'ﬁ
per bulan per meter

persegi
per tanun per meier
persegi

per hari per meter
persegi

per bulan per meter
persegi

per tahun per meter
persegi

per hari per meter
persegi

per buian per meter
persegi

per tahun per meter
persegi



Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor t0 Tahun 2018
Tanggal & Dag 20 08

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan
sebagai berikut .

a. Kapal Niaga terdiri dart :
a.1. Kapal barang :

- Besar Rp 4.000,00/ setiap kali sandar
- Kecil Rp 3.000,00/ setiap kali sandar
a.2. Kapal Penumpang Rp. 3.000,00 /setiap kali sandar

b. Kapal Perikanan, terdiri dari :
h.1. Kapal Regar {uluran 10 Groes
sandar
1.2, Kapal Kecil fukuran 10 Groos Tonase Kebawah) Rp. 1.000,00/ setiap

b P .
il Setlitied

c. Perahu, terdiri dari :

c.1l. Perahu Besar Rp. 2.000,00 / setiap kali sandar
c.2. Perahu Sedang Rp. 1.000,00 / setiap kali sandar
¢.3. Perahu kecil Rp. 500.00 / setiap kali sandar.

d. Lamanya setiap sandar adalah 1x4 jam apabila lebih dari 4 jam dihitung

. .
meniadi v candar don eatariionsra
---H-.J““A it e W o g e el Tl oA Wi N e ) MU.I.AJ‘ L= ¥

¢. Tambat/labuh kapal pada perairan danjatau pantai

No. Jenis Kapal _ Besarnya Tarif
1 | Kapal Gandengan Tongkang Rp. 100.000,00/hari
2 | Kapal Laut Rp. 80.000,00/hari
3 | Kapal Gandengan Besi Rp. 50.000,00/han
4 | Kanal LCT Ry, 40.000,00/han
5 | Kapal Layar Motor Rp. 30.000,00/hari

BUPATI BARITQ/KUALA
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"41 | Seng (Zna) Per pemeriksaan 30.000,00
Phospor Per pemeriksaan ._30 000 00

30.000,00
30.000,00_

Cobalt {Co)_
Phosghat

50 \Temba;gi Cu) Per ;ierriénksaan ] 30.000,00
Tarif
o Jtnis Fermeriksasn Suiuan Femerizsaan
{Rp.])
2 3 4

Parameter Fisika Air

o - CEO0D.00 ;
Kedalaman Pe_pemenksaan 30.000,00 -r
Pasang surut 30.000,01 22

.bl:lllkuu_;;?ﬁ‘ 2 . ry
Debit Per pemenksaan 30.000 00

Sedimen Per nemerikssan 30.000.00

C. _ji Udara Ambient % Emisi

2| Partikulat (PM 10} _

Partikulat emisi Per pemeriksaan 30.000,00
Carbon monoksida (Co) | Per pemeriksaan 30.000,00

Sulfur monoksida { SO) 30.000,00

Sulfur dioksida (SO2) Per pemenksaan 30 000,00

ﬂl."l\ M
A e X

Oksigen (02} 30 000,00
11 Nxtrogg monoksidg_[NO_L Per pemeriksaan 30.000,00
— T e
M(‘ul -

13 Hydroca.rbon {HC,THC,CH.4) Per pemenksaan 30.000,00
14 Total H drocarbon {nMHC) Per pemeriksaan 30.000,00
i6 Amon_( Per pemeriksaan 30.000,00

17 | Gas klorin (C _le! Per pemeriksaan

19 H:drogen ﬂonda (HEL Per pemeriksaan 30. 000 00
' 20__| Logam-logam dalam debu Per pemeriksaan 30.000,00
e ) Tt P pémoritiann b e eaadias o
22 Per pemeriksaan 30.000,00
23 Per pemeriksaan 30.000,00
R e AT BACRSAAT T 4 o 3000000
25 Arah angm,Kecepatan Per paket 30.000,00
angin,suhu udara dan
KGR LY (T ]
26 | Emist kendaraan bermotor Per pemeriksaan 30.000,00

 D. Uji Pestisida Kualitatxf
T : -

2 | Gol.Organo Klorin Per paiket 30.000,00
3 | Gol.Karbamat Per paket 30.000,00

oot GekHEdroksrton L L Porpilet o b o LACODGD
5 | Gol.Pestisida lain Per paket 30.000,00




3. Kelompok bakteriologi;

No Jenis Permeriksann Satuan T Tarif

5 T MPN Coli Tinja Per pemeriksaan 200.000.00

O N Oy

LT AN AR AN e

3 Total Plate Count (TPCL Per Jaemenksaan : R 200.000,00

5 Beﬂthos Per-:pemeﬁksaan T 200.000,00

6 Plankton Per pemeriksaan _200.000,00

4. Fisika tanah dan kimia tanah.

No Jenis Permeriksaan i Satuan . Tarif
emeriksaan

ARp-})

3 4

T M-

i
AR tﬁ-‘uk‘. ALRIMEALTLL,

Tekstur 4 frakm} Per pemerikcsaan
Bulk Density Per pemeriksaan

Per pemeriksaan

Par nemerilanan

Gn OnNo 0N

LAY Oy U
T A TR A

90.000,00
90.000,00

OO nr\':- R
B L L e

5 Manganese Pe;@menksaan 90.000,00

90.000,00

= or P ariiaan SonaGon o . ]
8 Magnesium Per Lemenksaan 90.000,00 '
9 Calsium Per pgmenksaan 90.000,00
ﬂ.c fduﬁlmi;m .':';,- G 2'::';-;:': EH e yuuu..u ;ks"x'iﬁ? R Sl L e nc CQQ&C .
11 | Ammonia Per pemeriksaan 50.000,00
12 Cogper Per pemeriksaan ] ] 90 OOO o0
14 Chlonde Per memenksaan 90.000,00
15 Sulphate Per pemeriksaan 90.000,00

i. Resi Gudang sebesar Rp. 30,00 per Kilo Gram
{Rp. 25,00/Kg)

III. Radio milik Pemerintah Daerah
a. Penayangan pengumuman
1} Pengumuman kedinasan
- Setengah halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayang

- Satu halaman kertas folio Rp. 10.000,00 sekali tayans
2} Pengumuman umum
_ thengah 1"3._10"1""" b‘nr’i’oe fgllr\ ey 15 O00y oin calrali fatramer
Rp. 1500000 gskali 1z
- Satu halaman kertas folio Rp. 15.000,00 sekali tayang

b. Penayangan radiogram
1) Radiogram kedinasan Rp  10.000,00 sekali tayang

2) Radiogram umum
- Biasa Rp. 10.000,00 sekali tayang



- Keluarga dan pilihan
pendengar

- Niaga

¢. Penayangan angkasa niaga
- Siaran harian/berkala
-  Siaran kontrak

d. Penggunaan pihak swasta

Rp. 10.000,00

Rp. 25.000,00
Rp 500,00
Ro. 2000300
Rp. 20.000,00

I s

sekali taye
dengan pengirir
dan alamat tuj
lehih dari
alamat/tujuan,
setiap kelebi
dikcnakan i
tambahan sebe
Rp. 500,00

sekali tayang
per menit
nerhiilan ner lir
r~ "'- - - -
menit

per lima menit
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